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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji dan diteliti oleh penulis, 

dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Komponen Cadangan merupakan instrumen pertahanan penting yang 

berfungsi untuk mendukung dan memperbesar kekuatan serta 

kemampuan yang dimiliki oleh Komponen Utama yaitu TNI dalam 

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Komponen Cadangan diatur secara 

tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan 

pembentukannya berasal dari warga negara yang secara sukarela 

berpartisipasi dalam rangka bela negara yang memiliki tugas dan fungsi 

untuk memperkuat Komponen Utama melalui mobilisasi. Namun, 

kehadiran dari Komponen Cadangan justru membawa kerancuan hukum 

yang berakibat pada dualisme status Komponen Cadangan di masa 

damai dan sebagai komponen militer saat dimobilisasi. Kerancuan ini 

kemudian harus berhadapan dengan prinsip yang berlaku di Hukum 

Humaniter Internasional, yaitu Prinsip Pembedaan. Dalam hal ini, 

Tugas dan Fungsi dari Komponen Cadangan belum sesuai dengan yang 

diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Komponen Cadangan, Komponen Cadangan bukan merupakan 

 

 



65 

 

angkatan bersenjata reguler dan belum terdapat penjelasan secara rinci 

mengenai pemenuhan syarat bahwa Komponen Cadangan termasuk 

dalam kategori Milisi, Korps Sukarela, ataupun sebagai Levée en masse 

sesuai yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.  

2. Komponen Cadangan dalam melaksanakan tugas tempur di saat perang 

dapat memperoleh status kombatan yang sah tetapi dengan syarat harus 

memenuhi Prinsip Pembedaan yang berlaku dalam Hukum Humaniter 

Internasional. Maka dari itu, eksistensi Komponen Cadangan perlu 

diperjelas secara rinci dengan tujuan agar Komponen Cadangan dapat 

dilindungi sebagai tawanan perang apabila jatuh ke tangan musuh. 

Komponen Cadangan dapat disebut sebagai kombatan yang sah namun 

perlu memenuhi beberapa syarat agar dapat disebut sebagai kombatan 

dan dapat dilindungi sebagai tawanan perang di bawah Hukum 

Humaniter Internasional. Apabila terdapat anggota Komponen 

Cadangan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka mereka 

tidak dapat disebut sebagai kombatan yang sah dan dapat diindikasikan 

sebagai kombatan yang tidak sah. Hal ini memiliki makna bahwa hak 

anggota Komponen Cadangan bergantung pada pemenuhan syarat dari 

pasal tersebut. Selanjutnya, Pasal 43 Ayat (3) Protokol Tambahan I 

Tahun 1977 mengatur mengenai eksistensi dari paramiliter yang 

tergabung dalam Angkatan Bersenjata. Berdasarkan pasal tersebut, 

Komponen Cadangan juga dapat disebut sebagai bagian dari paramiliter 
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karena telah memenuhi karakteristik paramiliter. Sebagai konsekuensi 

hukum dari status paramiliter, negara sebagai pihak yang mengerahkan 

Komponen Cadangan mempunyai kewajiban untuk memberitahukan 

eksistensi dari Komponen Cadangan kepada pihak lain yang bertikai 

agar dapat menjamin pengakuan status hukum anggota Komponen 

Cadangan sebagai kombatan yang sah, yang pada akhirnya juga akan 

memperoleh status sebagai tawanan perang serta mendapat 

perlindungan apabila jatuh ke tangan musuh.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

diajukan beberapa saran terhadap Tugas dan Fungsi Komponen Cadangan di 

saat Perang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional, yang terdiri dari:  

1. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret dengan tujuan 

untuk memastikan kepastian hukum dan kesiapan dari pengoperasian 

Komponen Cadangan, khususnya ketika dimobilisasi. Pemerintah perlu 

mengatur secara eksplisit mengenai tugas, fungsi, dan status hukum 

Komponen Cadangan ketika dimobilisasi dalam peran. Pengaturan ini 

harus secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Komponen Cadangan 

adalah bagian dari Angkatan Bersenjata ketika dimobilisasi dan wajib 

memperhatikan serta memenuhi seluruh kriteria sebagai kombatan yang 

sah sesuai yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. 
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2. Prinsip Pembedaan sebagai prinsip yang bersifat esensial dalam Hukum 

Humaniter Internasional harus diintegrasikan secara mendalam pada 

kurikulum pelatihan dasar dan penyegaran Komponen Cadangan agar 

setiap anggota Komponen Cadangan dapat memahami konsekuensi 

hukum serta mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Hukum 

Humaniter Internasional.  

3. Pemerintah perlu menyiapkan prosedur tetap agar Komponen Cadangan 

dapat memenuhi kewajiban sebagai paramiliter dan melakukan 

pemenuhan kewajiban dalam pemberitahuan kepada pihak lain yang 

bertikai dalam konflik, sesuai yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (3) 

Protokol Tambahan I Tahun 1977 ketika Komponen Cadangan 

dimobilisasi dalam konflik bersenjata internasional. Hal ini perlu 

dilakukan agar hak-hak Komponen Cadangan dapat dilindungi sebagai 

tawanan perang apabila jatuh ke tangan musuh.  
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